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Menimbang

SALINAN

BUPATIKEDIRl

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRO}IIK

BUPATIKEDIRI,
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 70 Tahun 20'.2 dan dalam rangka meningkatkan efisiensi,

efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan

dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa

pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas

Kepala Bagian Pembangunan Nomor 050/38121418.21 12012 tanggal

18 Desember 2A12 pe$hal Perubahan Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa Secara EleKronik (LPSE) Kabupaten Kediri serta Berita Acara

Nomor 050/0131418.2112013 tanggal 3 Januari 2013 tentang

Perubahan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan

Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Kabupaten Kediri, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik,

sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara

Elektronik;

I
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Rapublik lndonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4894) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20M tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan

Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor'125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437);

9. Undang+Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

(
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 95);

'l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor4855);

14. Peraturan Pemerintrah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintrahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 473);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Negara 4741);

16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 't tentang

Penyusunan Produk Hukum Daerah;
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Menetapkan

20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan

Secara EleKronik;

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 18 Tahun2o12 tentang E-Tendering;

22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Kediri.

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri.

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang

bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden

Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah

pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan

APBD,



10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa.

11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri

sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

12. Pejabal Pengadaan adalah personil yang ditunjuk melaksanakan

Pengadaan Langsung.

13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya.

14. Pakta lntegritas adalah surat pemyataan yang berisi ikrar untuk

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme

dalam Pengadaan Barang/Jasa.

't5. Pengadaan secara elektronik atau E Procurement adalah

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan

teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

'16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut

LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

secara elektronik.

17. E-Tendeing adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara

elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran

dalam waktu yang telah ditentukan.

18. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang diserver

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses

melalui website LPSE.

19. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak

akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user rd dan

password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Peiabat Pembuat

Komitmen (PPK), Kelompok Kerja ULP, Penyedia barang{asa,

Auditor/Pemeriksa.

20. File adalah sekumpulan rekaman (records) yang saling

berhubungan.

21 . l.lser id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas

Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.

5
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22. Password adalah kumpulan karakter atau sfnhg yang digunakan

oleh Pengguna untuk memverifikasi usezd kepada aplikasi SPSE.

23. Message Diggest 5 (MDs) adalah suatu metodologi untuk memberi

jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan

dokumen eleKronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan

'sidik jari' atau Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut.

24. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol,

karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci

untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainya.

25. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi

elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa

secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk

pelaksanakan pengadaan barangliasa pemerintah secara elektronik

di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan dltetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat,

dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengadaan barang{asa di

lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan barang{asa

secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4
(1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik harus mematuhi etika dan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah'

(2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik para

pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode

akses yang terdiri dari user ld dan password;

b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan

informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.
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Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik dilarang :

a. mengganggu, merusak sistem pengadaan barang/iasa secara

elektronik;

b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbuat curang dalam

pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi

tujuan pengadaan.

BAB V
PARA PIHAK DAI-AM PENGADAAN BARANG /JASA

SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 6
Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik

adalah:

a. PPK;

b. ULP/Pejabat Pengadaan;

c. Penyedia Barang/Jasa; dan

d. LPSE.

Bagian Kedua
PPK

Pasal 7
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

meliputi:

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia BaranglJasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat

Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa

kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
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h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran

dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap

triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kePada PA/KPA:

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetaPkan tim Pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia Barang/Jasa'

Pasal 8

(1) PPK merupakan Peiabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2)UntukditetapkansebagaiPPKharusmemenuhipersyaratansebagai

berikut:

a. memiliki integritas;

b. memiliki disiPlin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial

untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta lntegritas;

f. tidak menjabat sebagai Peiabat Penanda tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa'

(3)PersyaratantidakmenjabatsebagaiPPSPMsebagaimanadimaksud

pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak

sebagai PPK.

(4) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk

ditunjuksebagaiPPK,persyaratanpadaayal(2\hurufgdikecualikan

untuk:

a. PPK yang d'riabat oleh pelabat eselon ll di Pemerintah Daerah;

dan/atau

b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK'
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(5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

adalah:

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan

bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan

pekerjaan;

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara

aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan

Barang/Jasa; dan

c. memiliki kemampuan kerja sec€lra berkelompok dalam

melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Bagian Ketiga

ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 10

(1) Bupati membentuk ULP untuk memberikan pelayanan/pembinaan

dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh

Kelompok Kerja (Pokja)'

(3) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan

nilai diatas Rp 200.000'000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp

50.OOO.OOO,O0 (lima puluh juta rupiah)'

(4) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling

kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan

kompleksitas Pekerjaan.

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(aanwijzer).

Pasal 9

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani

Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran

atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan

dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai

dariAPBN/APBD.
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Pasal 11

(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat

Pengadaan.

(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan

oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan-

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan.

Pasal 12

(1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

UlP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai

dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

f. menandatangani Pakta lntegritas'

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan meliPuti:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website

Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan

dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

atau Pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penawaran Yang masuk;

S. khusus untuk KelomPok Kerja ULP:

1) menjawab sanggahan;

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
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a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

5) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala

ULP.

h. khusus Pejabat Pengadaan:

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai

paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dan/atau

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp 50'000 000,00

(lima Puluh juta ruPiah);

2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada PA/KPA; dan

4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada

PA/KPA.

i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA'

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

a. perubahan HPS; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekeriaan.

(4) KepalaULP/Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari

pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya'
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Bagian KeemPat
PenYedia Barang/Jasa

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan

manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia

Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di

lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman

subkontrak;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan

bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)

tahun;

e.memilikisumberdayamanusia,modal,peralatandanfasilitas
lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan'

Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama

operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan

perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan

pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil:

h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil' kecuali

untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat

Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBD selain SKPD atau

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari

bukan pegawai negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau

memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat

menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau

swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota ULP dilarang duduk sebagai:

a. PPK;

b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

c. Bendahara; dan

d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya'



13

i. husus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;

j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

sebagai berikut:

SKP=KP-P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)

ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)

ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (salu koma

dua) N.

p = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

p = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani

pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir.

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan

usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam

menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh

Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi)' PPh Pasal 25lPasal

29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Paiak) paling kurang 3 (tiga)

bulan terakhir dalam tahun berjalan.

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada Kontrak;

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

jasa Pengiriman; dan

p. menandatangani Pakta lntegritas.

(2) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan

kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa

asing dikecuaikan dari ketentuan ayat (1) hurufd, hurufj, dan huruf

t.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d'

huruff, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa

orang perorangan.
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(4) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa,

kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan

negara.

(5) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan

pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.

Bagian Kelima
LPSE

Paragraf 1

Pembentukan
Pasal 14

(1) Bupati membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam

melaksanakan pengadaan barang/iasa secara eleKronik yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) LPSE sebagaimana dimaksud dalam diKum (1) berada di bagian

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri

Paragrat 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15
(1) LPSE memPunYai tugas meliPuti:

a. memfasilitasi PfuKPA mengumumkan rencana umum

pengadaan;

b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan

pengadaan;

c. memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa secara eleKronik;

d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang

berkepentingan menjadi pengguna SPSE;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati'

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan

pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;

c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;

d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis

pengoPerasian SPSE.

(3) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non

Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang/iasa sec€lra

elektronik.
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(4) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap

pembuatan paket pengadaan barangliasa pemerintah, penentuan

metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan

dan perubahaannya, isi dokumen beserta adendumnya, isi

pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barangliasa, berita

acara penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita

acara hasil pelelangan/seleksi /pemilihan langsung, penetapan

pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban'

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) LPSE terdiri dari :

a. Pengarah;

b. Koordinator;

c. Kepala;

d. Sekretaris;

e. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;

f. Bidang Registrasi dan Verifikasi ;

g. Bidang Layanan dan Dukungan;

h. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi'

(2) Susunan organisasi LPSE Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum

dalam LamPiran I Peraturan ini'

Paragral 4

Pegawai LPSE

Pasal 17

(1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

(2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kualffikasi teknis dan manajerial;

b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas.

(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPI(ULP/Pejabat

Pengadaan.

(4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa.

Paragraf 5

Karier, Tunjangan, Honorarium, Pendidikan

Pasal 18

Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang

karier sesuai peraturan perundang-undangan.
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(1) Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau

pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan

yang besarnya sesuai kemampuan daerah dengan memperhatikan

beban, kondisi, atau prestasi kerja.

(2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besamya disesuaikan dengan

kemampuan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 21

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya

melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan pekerjaan

LPSE.

Paragraf 6

Tata Kerja

Pasal22

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PP1(ULP/Pejabat

pengadaan.

(2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP

Pasal 23

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PtuKPA/PPl(ULP/Pejabat

Pengadaan, antara lain:

a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan

rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam

Portal Pengadaan Nasional;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka

penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa

secara eleKronik;

c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporttng)

terkait dengan proses pengadaan barang/iasa secara eleKronik;

d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan

oleh LPSE.

(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain :

a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka

penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan

barang/iasa secara elektronik;

16
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b. memberikan infotmasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait

permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

Pangtal T

Pembiayaan

Pasal24

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan

LPSE dibebankan kepada APBD Kabupaten Kediri.

Paragraf I
Standar Operasional Prosedur

Pasal 25

(1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur

untuk meniamin kebeflangsungan penyelenggaraan sistem

pengadaan barang4asa secara elektronik.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit mencakup:

a. Registrasidan verifikasi pengguna SPSE;

b. Layanan Pengguna SPSE;

c. Penanganan masalah (enor handling\i

d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;

e. PemelihaEan kinerja dan kapasitas SPSE;

f. Pengarsipan dokumen elektronik (f,,e backup)'

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 26
(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-

tendeing.

(2\ E-tendeing dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE yang

diselenggarakan oleh LPSE.

Pasal2T

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

eleKronik, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan

adalah:

a. metode a-lendering pascakualifikasi dengan I (satu) 
't'e;

b. metode etendering pascakualifikasi dengan 2 (dua) 
'ile;c. metode etendering prakualifikasi dengan 1 (satu) fle;

d. metode e-tendering prakualifikasi dengan 2 (dua) f'e

(2) Pelaksanaan pengadaan barang4asa secara eleKonik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ll Peraturan

Bupati ini.
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Pasal 28

(1) Proses e-Prccurement di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan

melalui aplikasi http l/lpse. kedirikab.go. id

(2) lJser id dan password seluruh pengguna sistem e-procurement di

lingkungan Pemerintah Daerah merupakan representasi dari

pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aKifttas dalam e-pro.

(3) User ld dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke

sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu

komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.

(4) Otentikasi dokumen eleKronik di e-Procurcment menggunakan

metodelogi MDS yang menghasilkan kode elektronik alau hash key

yang unik bagi tiap-tiap dokumen eleKronik, sehingga apabila

penyedia barangliasa telah memberikan persetujuan dan

memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan

sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement

berdasar hash key yang dihasilkan dari metodelogi MDS sesuai

pada lampiran, maka penyedia barang/iasa dianggap telah

menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.

(5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali

dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik.

BAB VI
KOP NASKAH DINAS LPSE

Pasal 29
(1) Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas LPSE menyesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Format Kop Naskah Dinas dan Sampul Naskah Dinas LPSE

sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten Kediri.
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Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati

Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian

Pembangunan Nomor 0501381214'!'8.2112012 tanggal 18 Desember 2012

perihal Perubahan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik

(LPSE) Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 05010131418.2112013

tanggal 3 Januari 2013 tentang Perubahan Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) dan Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Secara

Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agarsetiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 7 - 1 - 2013

Diundangkan di Kediri
padatanggal 7 - 1 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

suPoYo
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
ian Hukum

SE. MM
Pen tngkat I

NtP. 19670 071990031008

BUPATIKEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR:3TAHUN2013
TANGGAL: 7 - 1 - 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG
lDMINISTRASI
TEM ELETRONIK

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNOSalinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
ian Hukum

E. MM
Penata tngkat I

PENGARAH

KOORDINATOR

KEPALA

SEKRETARIS

BIDANG
PELATIHAN DAN

SOSIALISASI

BIDANG LAYANAN
DAN DUKUNGAN

BIDANG
REGISTRASI DAN

VERIFIKASI

NtP. 19670 71990031008
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LAilPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOilOR :3TAHUN2013
TANGGAL:7 - I - 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG'JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

PENGGUNA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

Pengguna SPSE meliputi :

1. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa, yang berminat menjadi peserta lelang
pengadaan barang{asa.

2. LPSE yang bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator.
Certificate Authority memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia

barang/jasa maupun panitia pengadaan /unit layanan pengadaan. CA memberikan
kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang

dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia pengadaan /unit layanan pengadaan

sebelum tanggal yang ditentukan.

3. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala

SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

4. UlP/Pejabat Pengadaan.

ALUR PROSES

Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi
menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu:

1. Pendaftaran Penyedia barang/jasa;

2. Persiapan pengadaan;

3. Pelaksanaan pengadaan :

a. metode e-tendering pascakualifikasi dengan 1 (satu) f/e;

b. metode e-tendering pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;

c. metode e-tendeing prakualifikasi dengan 1 (satu) f/e;

d. metode e-tendeing prakualifikasi dengan 2 (dua) file',

2. 1 Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk mengikuti aplikasi pengadaan barangliasa pemerintah secara eleKronik,
terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi
penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. Alur proses pendaftaran penyedia

barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut:

t.
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LPSE
Penyedia Barang/Jasa

Mulai

Mendaftar (Registrasi)

Download fom.ulit
pendaftaran

Mengisi dan mencetak
Formulir pendaftaran

Verifikasi formulir
pendaftaran

dan berkas pendukung

Mengirim formulir
pendaftaran dan

berkas pendukung

Login
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LPSEPenyedia Barang/Jasa

Mengirim nontifikasi
Tanda ditolak

Menerima notifikasi
Tanda ditolak

Membuat user

Selesai

Download
LPSE-cr,bnt

Mengirim notifikasi
Utuk download

LPSE-c,ien,

lnstall aplikasi
LPSE-c,ien,

Persetujuan
pendaftaran

tidak ya

lsi form dan kirim

Persetujuan
data

Menerima notifikasi
Untuk perbaikan data

Mengirim notifikasi
Untuk perbaikan data

Mengirim cefiiticate
Via email

Update certifikasi

Selesai

tidak
ya

Login
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2.2. Persiapan Lelang

Dalam persipan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kegiatan pembentukan

ULP, pembuat paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia

barang/iasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Persiapan lelang

melibatkan LPSE sebagai Agency, PPK, dan uLP, Alur proses persiapan pengadaan

digambarkan dalam diagram berikut :

ULPPPKLPSE (Agency,)

Mulai

Login

Mendaftar PPK dan
ULP

Login1. Menyusun&menetapkan
HPS

2. Membuat SPek
3. Menyusun rancangan

kontrak Menentukan sistem
Pengadaan, dok

lelang
Tidak

Koordinasi
PPK & ULP

Koordinasi
PPK & ULP

Ya Pengumuman lelang
Rencana

Pelaksanaan
Pengadaan

Selesai

Login



5

2.3. Pelaksanaan Pelelangan

Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia Barang/Jasa, ULP dan PPK. Alur

proses pelelangan dibedakan sebagai berikut:

Tidak

Mulai

Login

Mencari Pengumuman
lelang

Mendaftar lelang

ULPPenyedia Barang/Jasa

Menjawab pertanyaanMengirim pertanyaan
tentang dokumen lelang

Tidak
Masih ada

pertanyaan?

Masa
Penielasan

selesai?

Tidak Ada
p€rubahan
dok lelang?

Tidak Perubahan
aspek

teknis/spek? Tidak

Minta Persetujuan PPK
Persetuiuan

PPK

YaMembuat addendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokumen lelang

B

2.3.1. e-tendering pascakualifikasi dengan 1 (satu) f/e

PPK
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PPKULPPenyedia Barang/Jasa

Pembukaan dokumen
penawaran

Upload dokumen
Penawaran dan

Mengirim kualifikasi

Koreksi Aritmatik

Tida
Penayangan
Hasil Koreksi

Aritnatik

Seluruh
Penawaran

>HPS?

Evaluasi administrasi
dan teknis thd 3

Penawaran terendah

Tdk ada yang
Memenuhi

Syaral?

Penayangan
Hasil evaluasi

Administrasi dan
Teknis thd 3

Penawar
terendah

Evaluasi Kualifikasi

TidakPenayangan
Hasil evaluasi

kualifikasi

Tdk ada yang
Memenuhi

Syarat?

Ya

Tidak
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PPKULPPenyedia Barang/JasaBUPATI

Menyerahkan data
otentik (manual)

Pembuktian kuaffikasi
calon pemenang

pertama dst (manual)

Lulus?Gugur

Penetapan
Pemenang

x

Ya

TidakAda
Sanggahan?

Y

Menjawab
sanggahanMengirim

sanggahan

YaTidak

Meniawab
Sanggahan

Banding (manual)

Proses
sanggahan

Selesai?

Sanggahan
banding?

Membuat SPPBJ

Penandatanganan
kontrak

Selesai

Sanggahan
Diterima?

x

z

Ya

Tidak
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2.3.2. e-tendering pascakualifikasi dengan Z(dual file

Tidak

Mulai

Mencari Pengumuman
lelang

Mendaftar lelang

PPKULPPenyedia Barang/Jasa

Menjawab pertanyaanMengirim pertanyaan
tentang dokumen lelang

Tidak
Masih ada

pertanyaan?

Masa
Penielasan

selesai?

Tidak Ada
perubahan
dok lelang?

Tidak Perubahan
aspek

teknis/spek? Tidak

Minta Persetujuan PPK
Persetuiuan

PPK

YaMembuat addendum
dokumen lelang

Uproad addendum
dokumen lelang

Login

B
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PPKULPPenyedia Barang/Jasa

B

Pembukaan dokumen
Penawaran ,7e 1 (satu)

Uproad dokumen penawaran
flel (satu) (Administrasi dan
teknis)dan penawaran f,e 2

(dua) (penawaran harga)

Y

Evaluasi administrasi &
teknis

Tidak ada yg
memenuhi

syaran

Penayangan
Hasil evaluasi
administrasi
dan teknis

Pembukaan
dokumen file 2 (dua)
(penawaran biaYa)

Evaluasi Biaya

TidakPenayangan
hasil evaluasi

biaya

Seluruh
penawaran >
pagu dana ?

Tdk ada yang
Memenuhi

Syalat?

Evaluasi Kualifikasi

Penayangan
Hasil evaluasi

kualifikasi
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Ya

ULPPenyedia Barang/JasaBUPATI

Pembuktian kualifikasi
calon pemenang

pertama dst (manual)

Penetapan
Pemenang

Tidak
Ada

Sanggahan?

Y

Menjawab
sanggahan

Mengirim
sanggahan

Ya

Menyerahkan data
otentik (manual)

YaMenjawab
Sanggahan

Banding (manual)

Proses
sanggahan

Selesai?

Sanggahan
banding?

Tidak

Selesai

Penandatanganan
kontrak

Tidak
Sanggahan
Diterima?

x

Y

z

PPK

c

z

Membuat SPPBJ
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2.3.3. e-tenden:ng prakualifikasi dengan 1 (satu) ftle

PPKULPPenyedia Barang/Jasa

Download dokumen
prakualifikasi

Mengisi dokumen
prakualifikasi

Evaluasi prakualifikasiUp,oad dokumen
prakualifikasi

Yang lulus
>=3?

Penetapan yang lulus
Prakualifikasi

Pengumuman hasil
prakualiflkasi

D

Ya

Ya

Mulai

Login

Mencari Pengumuman
lelang

Mendaftar lelang

Tidak
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PPKULPPenyedia Barang/Jasa

D

Ada
sanggahan?

Ya

Mengirim sanggahan
prakualifikasi

ak

Menjawab pertanyaan

Tidak
Masih ada

pertanyaan?

Masa
p€nielasan

selesai?

Ada
p€rubahan
dok lelang?

Menjawab sanggahan
prakualifikasi

Sanggahan
diterima?

Uproad dokumen lelang

Ya

Ya

Tidak

a

Perubahan
aspek

teknis/spek?

a

Minta persetuiuan PPK Persetuiuan
PPK

YaMembuat addendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokumen lelang

Download addendurn
dokumen lelang dan

Uproad dokumen
penawaran

Pembukaan dokumen
penawaran (administrasi,

teknis dan harya)

Tidak

Tidak

Tidak

Downroaddokumen Ilelans 
I-a

Mengirim pertanyaan
tentang dokumen lelang

E



PPKPenyedia Barang/Jasa

Evaluasi administrasi &
Teknis

Penayangan
hasil evaluasi
administrasi
dan teknis

Tak ada yg
mem6nuhi

syaraP

Evaluasi biaya

TidakPenayangan
hasil evaluasi

biaya

Seluruh
penawaran >
pagu dana?

Pembuktian kualifikasi
calon pemenang Pertama

(manual)

TidakPenayangan
hasil evaluasi

kualifikasi

Tak ada yg
memenuhi

syarat?

Penetapan Pemenang

Tidak

Ya

13

ULP
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t
Ya

PPKULPPenyedia Barang/JasaBUPATI

Tidak

Menjawab
sanggahan

Proses
sanggah
selesai?

Tidak

Tidak

Tidak

F

a

Mengirim
sanggahan

Sanggah
banding?

Ada
sanggahan?

Membuat SPPBJ

YaMenjawab
sanggahan

banding
(manual)

x

Sanggah
diterima?

Menyampaikan
dokumen

pendukung
penawaran
(hard copy)

Selesai

Penandatanganan
kontrak

z
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2.3.4. e-tendeing ptakualifikasi dengan 2 (dua) file

Mulai

Logtn

Mencari Pengumuman
lelang

Mendaftar lelang

Download dokumen
prakualifikasi dan

penawaran

Mengisi dokumen
prakualifikasi dan

penawaran

PPKULPPenyedia Barang/Jasa

Evaluasi prakualifi kasiUproad dokumen
prakualiflkasi

Penetapan hasil yang
lulus prakualifikasi

Pengumuman hasil
prakualifikasi

o
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PPKULPPenyedia Barang/Jasa

Ada
sanggahan?

Menjawab
sanggahan

prakualifikasiMengirim sanggahan
prakualifikasi

Sanggah
diterima?

Uproad dokumen lelang

Downroad dokumen
lelano

Tidak

Menjawab pertanyaan
Mengirim pertanyaan

tentang dokumen lelang

Tidak Masa
penielasan

selesai?

Masih ada
pertanyaan?

Tidak Ada
perubahan
dok lelang?

Tidak

Ya

a

Tidak Perubahan
aspek

teknis/spk?

Minta persetujuan PPK Persetuiuan
PPK

Membuat addendum
dokumen lelang

Uproad addendum
dokumen lelang

Uproad dokumen
penawaran fi/e 1 (satu)

(administrasi dan
teknis) dan tile 2 (dva)

(penawaran harga)

Pembukaan dokumen
penawaran ,i,e 1 (satu)

(administrasi dan teknis)

Tidak

Ya

E
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PPKULPPenyedia Barang/Jasa

Penayangan
hasil evaluasi
administrasi
dan teknis

T6k ada yg
memenuhi

syarat?

Pembukaan dokumen
file 2 (dua't

(penavreran bisya)

Penayangan
hasil evaluasi

biaya

Seluruh
penawaEn >
pagu dana?

Evaluasi Kualifikasi

YaTidak

+

Penayangan
hasil evaluasi

kualifikasi

Tak ada yg
memenuhi

syarat?

Menyerahkan data Otentik
(manual)

Pembuktian kualifi kasi calon
pemenang pertama dst

(manual)

Tidak

Usulan calon pemenang

i

Evaluasi administrasi &
Teknis

Evaluasi biava



Penyedia Barang/Jasa ULP PPK

F

Ada
sanggahan?

Mengirim sanggahan
pemenang

Ya

Ada banding
pemenang?

Tidak

Menjawab sanggahan
pemenang

Tidak Masa
sanggah
selesai?

Ya

Menyampaikan dokumen
pendukung Penawaran

(hard copy)

l8

Tidak
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